
Retribusi . 

Dalam menghitung retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi 
jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. 

Biaya di atas biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya 
modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Tarif 
retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai 
dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 
jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan 
kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut dapat mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah. 

a. Keuangan Daerah 

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan 
retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi 
dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang 
diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai 
sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan 
kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan 
kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan 
yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini 
merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan 
kepada Daerah. 

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki 
peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) khususnya bagi daerah. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai 
dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak 
sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran 
Daerah. Untuk meningkatan kemampuan keuangan Daerah membiayai 
pelayanan publik, salah satu upaya adalah meningkatkan penerimaan yang 
salah satunya dari sektor Retribusi Daerah. 

b. Legalitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum 
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Pasal 3 . 

Pasal2 
Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

d. Peran Teknologi Informasi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang 

Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan Berbentuk Elektronis adalah 
Kepu tusan yang dibuat a tau disampaikan dengan menggunakan a tau 
memanfaatkan media elektronik. Selama ini pelaksanaan proses pengelolaan 
Retribusi Daerah dan keputusan-keputusan dalam Pendataan, Penilaian dan 
Penetapan Retribusi Daerah sudah ada yang dilaksanakan namun belum 
diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. 
Sehingga melalui Peraturan Daerah ini, hal-hal yang berkaitan dengan 
penerapan teknologi informasi ini juga diamanahkan dan akan diterapkan 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Sehingga aplikasi Pengelolaan Retribusi Daerah yang 
ada saat ini memiliki kepastian hukum dan dilindungi keberadaannya. 

Selama ini retribusi daerah golongan retribusi Jasa Umum diatur 
dengan 9 (sembilan). Peraturan tersebut terbit sebelum lahirnya Undang­ 
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah. Untuk mengharmoniskan dengan Peraturan 
perundang-undangan yang baru tersebut dan mengefektifkan sistem regulasi 
daerah terhadap pemungutan retribusi daerah perlu diganti dan disesuaikan. 

c. Penataan Regulasi Retribusi Daerah 
Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah perlu diatur dengan baik, 

terutama berkaitan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan 
Retribusi Daerah tersebut. Penataan regulasi dalam rangka mengefektifkan 
sistem regulasi daerah, kepastian hukum, keadilan bagi masyarakat, 
perbaikan tata kelola, dan penguatan peran lembaga dan/atau aparatur 
pelaksana pemungutan retribusi perlu diatur dalam peraturan daerah ini. 

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi 
jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, jasa umum merupakan 
kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, jasa tersebut 
memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan 
membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan 
kemanfaatan umum. Retribusi Jasa Umum hanya diberikan kepada orang 
pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan 
bagi masyarakat yang tidak mampu, Retribusi Jasa Umum tidak 
bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, 
Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
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